BAB 111

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan
pengaruh penerapan batas wilayah daratan berkaitan dengan penerapan hukum
internasional yang menyangkut lintas batas bagi dua suku bangsa yang mempunyai
kebudayaan dan latar belakang yang sama antara Republik Indonesia dan Republik
Demokratik Timor Leste adalah sebagai berikut:
1. Terhadap Kedaulatan Kedua Negara di Perbatasan
Penanganan batas wilayah daratan antara Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste selama ini diwujudkan
dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral dengan maksud agar memberikan
kebebasaan bagi dua negara dalam pelaksanaan kedaulatanya, oleh karena itu
sangat di butuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah
kecamatan dalam rangka tugas pembantuan, dalam konteks ini kecamatan
merupakan institusi strategis yang mempunyai fungsi vital dalam menjaga dan
mengelola perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara

Republik Demokratik Timor Leste.
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2. Terhadap Mobilitas Penduduk Perbatasan

Perjanjian bilateral yang dibuat antara Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan Republik Demokratik Timor Leste menetapkan syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap orang , baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara
Timor Leste dalam melakukan kegiatan lintas batas, seperti memiliki surat izin
masuk (border crossing pass) dari petugas pengawas perbatasan yang berwenang,
kegiatan lintas batas juga harus melewati garis batas wilayah yang sudah
ditetapkan, atau kegiatan lintas batas ini bertujuan untuk perdagangan, dan
kegiatan-kegiatan tradisional lainnya seperti kunjungan kelurga,bercocok
tanam,panen hasil kebun dan perkawinan oleh karena itu Untuk mengurangi lintas
batas secara ilegal maka pemerintah indonesia menetapkan kebijakan pembukaan
pintu-pintu perbatasan yang sebelumnya berwujud jalan-jalan tikus menjadi
pintu-pintu perbatasan yang resmi hal ini dimaksudkan agar memberikan
kemudahan lalu lintas orang dan barang dan memudahkan pengawasan dan

pengendalian keamanan di daerah perbatasan antara dua negara.

B. SARAN:

1. Perlu keterlibatan Pemda dan masyarakat perbatasan agar lebih diintensifkan
dalam memelihara dan mengawasi pilar (tugu) batas negara dan penambahan
pilar-pilar baru yang selama ini hanya dilaksanakan pemerintah pusat.

2. Perlu ada prioritas pembangunan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap

penduduk pulau-pulau di wilayah perbatasan yang lebih dekat dengan pusat
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pemerintahan dan permukiman negara tetangga karena mereka menggunakan
uang asing dan bahasa Negara tetangga dalam transaksi ekonomi. Mereka lebih
banyak mendengarkan/ menonton siaran radio/TV asing. Penduduk pulau-pulau
terpencil itu perlu mendapat bantuan (tunjangan/subsidi), kemahalan harga

kebutuhan pokok yang sulit diperoleh dan sangat mahal.
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